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Abstrak 

Kabupaten Deli Serdang, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan 

tinggi terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, kebakaran, serta angin puting beliung. Dalam situasi darurat 

seperti ini, diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam mendistribusikan sumber 

daya yang jumlahnya terbatas. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang masih 

menghadapi kendala karena belum memiliki sistem terpadu yang mampu menetapkan skala prioritas secara 

objektif berdasarkan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 

membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web yang mengintegrasikan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode 

AHP digunakan untuk menghitung bobot kepentingan dari setiap kriteria, sedangkan metode TOPSIS berfungsi 

dalam menentukan peringkat wilayah terdampak berdasarkan tingkat kedekatannya dengan solusi yang dianggap 

ideal. Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran (mixed method) yang memadukan data kuantitatif 

dari laporan kejadian bencana tahun 2023–2024 dengan data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menghasilkan skala 

prioritas secara cepat dan akurat, sehingga mendukung BPBD dalam proses pengambilan keputusan yang lebih 

efisien. Uji efektivitas sistem memperlihatkan tingkat kecocokan sebesar 89% dengan hasil perhitungan manual 

BPBD. Oleh sebab itu, SPK ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kecepatan respons 

dan efisiensi penanganan bencana di wilayah yang rawan.  

Kata kunci: AHP, BPBD Deli Serdang, Multi-Bencana, Sistem Pendukung Keputusan, TOPSIS 

Abstract 

Deli Serdang Regency, located in North Sumatra, faces significant vulnerability to a range of natural disasters, 

including floods, fires, and tornadoes. Effective disaster management in such contexts requires prompt and 

accurate decisions, particularly in the optimal distribution of limited resources. A major obstacle encountered by 

the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Deli Serdang is the lack of a unified system capable of 

objectively establishing priority levels for disaster response based on actual field conditions. This research focuses 

on designing a web-based Decision Support System (DSS) that combines the Analytical Hierarchy Process (AHP) 

with the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The AHP method is utilized to 

determine the relative weight of each decision criterion. At the same time, TOPSIS is used to rank the affected 

areas according to their closeness to an ideal solution. Employing a mixed-methods approach, this study integrates 
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quantitative data drawn from disaster events reported in 2023–2024 with qualitative findings from interviews and 

field observations. The system implementation demonstrates the DSS’s capability in rapidly and accurately 

producing priority rankings, thereby supporting BPBD in making more informed and efficient decisions. Evaluation 

findings show a high degree of consistency between the system’s output and BPBD’s manual assessments, with an 

effectiveness level reaching 89%. This DSS is anticipated to be a strategic asset in enhancing the speed and accuracy 

of disaster response during complex emergencies. 

Keywords: AHP, BPBD Deli Serdang, Multi-Disaster, Decision Support System, TOPSIS 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan, 

termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks  [1]. Salah satu bentuk kemajuan tersebut 

adalah munculnya Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan, yang kini tidak 

lagi terbatas pada sistem berbasis aturan sederhana, melainkan telah berevolusi menjadi sistem yang lebih 

cerdas dan dinamis. Dalam ranah penanggulangan bencana, DSS memegang peranan penting karena 

mampu melakukan analisis data secara menyeluruh serta memberikan rekomendasi secara cepat dan tepat. 

Penanggulangan berbagai jenis bencana, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin puting 

beliung, dan kebakaran, memerlukan respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga harus tepat dalam 

penentuan sasaran. Kompleksitas dalam menangani beberapa bencana sekaligus sering kali menyebabkan 

keterlambatan distribusi bantuan dan salah alokasi sumber daya [2]. Hal ini diperparah dengan adanya 

keterbatasan informasi serta belum adanya sistem yang mampu menganalisis seluruh parameter bencana 

secara terpadu [3]. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya pengembangan SPK yang mampu 

memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan kriteria prioritas yang relevan [4]. 

Kabupaten Deli Serdang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah di 

Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, serta cakupan wilayah kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang cukup luas, yaitu mencakup 22 kecamatan. Permasalahan 

utama yang dihadapi oleh BPBD Deli Serdang adalah belum tersedianya sistem terintegrasi yang mampu 

membantu penentuan prioritas distribusi sumber daya secara objektif dan efisien ketika menghadapi situasi 

darurat multi-bencana. 

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada, penelitian ini mengembangkan sebuah 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web dengan mengintegrasikan dua metode analisis 

multikriteria, yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order of Preference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). AHP dimanfaatkan untuk menentukan bobot masing-masing 

kriteria bencana melalui teknik perbandingan berpasangan, sedangkan TOPSIS berperan dalam 

mengurutkan alternatif alokasi dengan mengukur sejauh mana alternatif tersebut mendekati kondisi ideal 

terbaik dan menjauhi kondisi terburuk. Pendekatan kombinasi ini diharapkan dapat mendukung proses 

pengambilan keputusan secara lebih terstruktur dan relevan dengan situasi nyata di lapangan. [5]. Integrasi 

kedua metode ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan secara lebih terstruktur, 

obyektif, dan adaptif terhadap dinamika situasi di lapangan [6]. 

Studi ini menerapkan pendekatan mixed method, yakni gabungan antara analisis kuantitatif terhadap 

data historis kejadian bencana dan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui observasi langsung serta 

wawancara dengan pihak BPBD. Hasil dari pengembangan sistem ini diharapkan tidak hanya memberikan 

solusi praktis dalam distribusi sumber daya, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas 

manajemen bencana secara sistemik di daerah rawan bencana seperti Deli Serdang. 

Sejumlah studi sebelumnya telah memanfaatkan metode AHP dan TOPSIS dalam konteks 

penanggulangan bencana. Misalnya, Ulfiana et al. [8] menerapkan kombinasi AHP-TOPSIS untuk 

menganalisis tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Klaten sebagai dasar perencanaan Water Sensitive 

Urban Design (WSUD). Namun, penelitian ini hanya terbatas pada bencana banjir dan belum 

mempertimbangkan jenis bencana lain atau skenario multi-bencana yang umum terjadi di Indonesia. Studi 

oleh Hadrianti et al. [7] mengembangkan sistem pendukung keputusan penerima bantuan bencana berbasis 
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web menggunakan metode TOPSIS, tetapi fokusnya hanya pada wilayah Kabupaten Majene, sehingga 

generalisasi sistem ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda masih perlu dikaji lebih lanjut. Sementara 

itu, Dwipayana et al. [9] mengimplementasikan metode TOPSIS untuk seleksi relawan bencana di BPBD 

Provinsi Bali, namun sistem yang dibangun belum dikaitkan langsung dengan sistem manajemen bencana 

secara menyeluruh dan belum divalidasi dengan keputusan manual dari instansi terkait. Ketiga studi ini 

menunjukkan kemajuan dalam penerapan metode pengambilan keputusan multi-kriteria, namun masih 

menyisakan ruang untuk pengembangan sistem yang lebih adaptif, lintas wilayah, dan terintegrasi. 

Menanggapi kebutuhan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem pendukung 

keputusan berbasis web yang menggabungkan metode AHP dan TOPSIS, dengan tujuan membantu BPBD 

Kabupaten Deli Serdang dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan secara lebih tepat dan efektif 

sesuai dengan tingkat urgensi di lapangan. Dengan mengadopsi pendekatan gabungan dan berlandaskan 

kebutuhan nyata di lapangan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan 

keputusan, baik dari segi ketepatan, kecepatan, maupun akurasinya, terutama dalam situasi darurat yang 

kompleks. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem Pendukung Keputusan atau dikenal juga dengan istilah Decision Support System (DSS), 

merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan, 

khususnya dalam situasi yang rumit dan tidak terstruktur. SPK berperan dalam mengolah data, informasi, 

serta model analisis guna menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang lebih logis, efisien, dan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. [7]. Dalam implementasinya, SPK memadukan antara data, metode 

analisis, serta intuisi pengambil keputusan agar keputusan yang diambil bersifat sistematis dan berbasis 

pada informasi yang valid [8]. 

Analytical Hierarchy Process merupakan salah satu metode yang sering diterapkan dalam 

pengembangan Sistem Pendukung Keputusan. Metode ini diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty sebagai 

teknik pengambilan keputusan multikriteria yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penilaian 

berdasarkan perbandingan berpasangan guna menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria. Metode ini 

bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen dalam suatu hirarki secara berpasangan (pairwise 

comparison) untuk menentukan bobot kepentingan relatif dari tiap elemen tersebut [9]. Keunggulan AHP 

terletak pada kemampuannya menangani kriteria yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif serta 

memastikan konsistensi logis dalam proses penilaian [10]. 

Meskipun AHP mampu menentukan bobot dari setiap kriteria, metode ini tidak secara langsung 

menyediakan pemeringkatan terhadap alternatif keputusan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, 

metode lain seperti Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution kerap digunakan 

sebagai pelengkap. TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang menilai sejauh 

mana kedekatan relatif setiap alternatif terhadap solusi ideal positif (yang mewakili kondisi terbaik) dan 

solusi ideal negatif (yang mewakili kondisi terburuk) [11]. Suatu alternatif dianggap lebih unggul apabila 

posisinya semakin dekat dengan solusi ideal positif dan semakin jauh dari solusi ideal negatif [12]. 

Keunggulan TOPSIS terletak pada efisiensinya dalam proses perhitungan serta kejelasan hasil yang 

ditampilkan dalam bentuk peringkat yang eksplisit. Metode ini telah banyak diterapkan di berbagai sektor, 

mulai dari manajemen proyek, evaluasi kinerja, pemilihan lokasi strategis, hingga perencanaan sumber 

daya [13]. Integrasi antara AHP dan TOPSIS juga telah banyak digunakan guna mengoptimalkan 

kelebihan masing-masing metode di mana AHP berperan dalam menetapkan bobot kriteria, dan TOPSIS 

digunakan untuk menyusun peringkat alternatif secara objektif dan sistematis[14]. 

Berbagai studi terkini telah menerapkan metode AHP-TOPSIS dalam bidang kebencanaan. Hadrianti 

et al. mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk menentukan calon penerima 

bantuan bencana alam di Kabupaten Majene menggunakan metode TOPSIS. Sistem tersebut 

mempertimbangkan enam kriteria utama, seperti korban jiwa, tingkat kerusakan, status ekonomi, serta 

status kepemilikan tanah dan bangunan [15]. Sementara itu, Ulfiana et al. memadukan metode AHP dan 

TOPSIS untuk menganalisis tingkat kerawanan banjir di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten sebagai dasar 

perencanaan Water Sensitive Urban Design (WSUD), dengan mempertimbangkan variabel fisik seperti 
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curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, kondisi geologi, dan kelerengan [16]. Di sisi lain, Dwipayana 

et al. menggunakan metode TOPSIS dalam sistem seleksi relawan bencana di BPBD Provinsi Bali, dengan 

mempertimbangkan kriteria seperti jarak tempat tinggal, keahlian, usia, dan pengalaman, guna 

memperoleh relawan yang paling siap diterjunkan ke lapangan [17]. 

Meskipun pendekatan AHP-TOPSIS telah digunakan dalam berbagai skenario kebencanaan, terdapat 

sejumlah celah penelitian (knowledge gap) yang masih terbuka. Pertama, sebagian besar studi masih 

membatasi penerapan sistem pada skala wilayah yang sempit dan kasus spesifik, seperti hanya di satu 

kabupaten atau provinsi, sehingga belum mendukung skenario yang lebih kompleks dan lintas wilayah. 

Kedua, sebagian besar studi hanya menangani satu jenis bencana, seperti banjir, tanpa mempertimbangkan 

kompleksitas multi-hazard yang sering terjadi secara bersamaan. Ketiga, meskipun Hadrianti et al. telah 

membangun sistem berbasis web, sebagian besar implementasi lainnya masih bersifat simulatif atau 

terbatas, dan belum sepenuhnya terintegrasi untuk digunakan secara langsung oleh institusi kebencanaan 

dalam situasi nyata. Keempat, validasi sistem umumnya hanya dilakukan melalui uji fungsionalitas seperti 

black-box dan user acceptance test, tanpa membandingkan hasil sistem dengan keputusan manual dari 

instansi resmi seperti BPBD, sehingga tingkat akurasi terhadap praktik kebijakan riil belum sepenuhnya 

dapat diukur. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan metode campuran (mixed method) dengan memadukan 

analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menciptakan sistem pendukung keputusan yang lebih menyeluruh 

dan sesuai dengan konteks [18]. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang 

menyeluruh terhadap permasalahan pengalokasian sumber daya dalam situasi multi-bencana di Kabupaten 

Deli Serdang. 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di BPBD Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan wilayah kerja 

yang meliputi 22 kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari kejadian bencana 

selama kurun waktu tahun 2023 hingga 2024, baik dari laporan internal BPBD maupun hasil observasi 

lapangan. 

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi langsung terhadap kondisi operasional dan respons BPBD saat menghadapi bencana. 

b. Wawancara semi-terstruktur dengan pihak BPBD untuk menggali informasi terkait pengambilan 

keputusan, kendala lapangan, dan kebutuhan sistem. 

c. Dokumentasi laporan bencana, yang digunakan sebagai dasar data kuantitatif dalam pemodelan sistem. 

Data kuantitatif yang dikumpulkan meliputi jenis bencana, jumlah korban, tingkat kerusakan, lokasi 

terdampak, serta ketersediaan sumber daya seperti personel dan peralatan. Sementara itu, data kualitatif 

digunakan untuk memahami konteks dan kebijakan lokal dalam pengambilan keputusan. 

C. Metode Pengambilan Keputusan 

Metode yang dipakai adalah AHP dan TOPSIS yang digunakan sebagai pendekatan analisis. AHP 

digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dari setiap kriteria melalui proses perbandingan 

berpasangan, sementara TOPSIS digunakan untuk menentukan peringkat masing-masing alternatif 

berdasarkan tingkat kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan negatif. 

Dalam studi ini, data diperoleh dari kombinasi antara observasi langsung, wawancara dengan pihak 

BPBD Deli Serdang, serta dokumentasi laporan kejadian bencana selama periode tahun 2023 hingga 2024. 

Total jumlah observasi yang dilakukan terhadap kejadian multi-bencana sebanyak 36 kejadian, yang 

tersebar di 9 kecamatan utama di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jenis bencana yang diamati meliputi 

banjir, puting beliung, longsor, gempa bumi, dan kebakaran. Setiap kejadian dianalisis berdasarkan enam 
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kriteria utama: jumlah korban terdampak, tingkat kerusakan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, kondisi 

darurat, karakteristik kelompok rentan, dan potensi penyebaran dampak. 

Selain data kualitatif hasil wawancara dan observasi, data kuantitatif juga diperoleh dari laporan 

internal BPBD yang mencakup jumlah korban, jenis dan tingkat kerusakan, jumlah personel yang 

diturunkan, serta distribusi peralatan dan logistik. Data ini kemudian diolah menjadi matriks penilaian 

untuk keperluan perhitungan AHP dan TOPSIS. Proses analisis dilakukan dengan membentuk matriks 

perbandingan berpasangan antar kriteria (untuk AHP), menghitung bobot kriteria, dan selanjutnya 

menentukan nilai preferensi serta peringkat alternatif (untuk TOPSIS). 

Penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini memungkinkan penelitian menangkap 

kompleksitas realitas di lapangan secara lebih menyeluruh. Dengan mengintegrasikan hasil pengamatan 

faktual dan pendapat pakar BPBD ke dalam sistem pengambilan keputusan berbasis AHP-TOPSIS, 

penelitian ini mampu menghasilkan skala prioritas yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga akurat dan 

kontekstual terhadap kebutuhan instansi penanggulangan bencana. 

1. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode AHP dimanfaatkan untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria yang dianggap 

relevan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melakukan perbandingan secara berpasangan antara 

elemen-elemen yang ada [19]. Adapun rumus perhitungannya antara lain: 

a. Perhitungan Bobot Prioritas 

𝑊𝑖 =  
∑ 𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑖𝑗

𝑛
 (1) 

dengan: 

𝑊𝑖 = bobot untuk kriteria ke-𝑖, 

𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚 = matriks normalisasi yang diperoleh dengan membagi setiap elemen pada kolom dengan 

jumlah total kolomnya, 

𝑛 = jumlah total kriteria atau alternatif yang dibandingkan. 

b. Perhitungan Nilai Eigen Maksimum (𝜆max) 

λmax =  
∑(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 ×  𝑊)

𝑛
 (2) 

dengan: 

λmax = nilai eigen maksimum yang digunakan untuk mengukur konsistensi matriks, 

total kolom = jumlah nilai pada setiap kolom sebelum normalisasi, 

𝑊 = bobot prioritas yang telah dihitung sebelumnya, 

𝑛 = jumlah total kriteria atau alternatif yang dibandingkan. 

c. Perhitungan Consistency Index (CI) 

𝐶𝐼 =  
λmax − 𝑛

𝑛 − 1
 (3) 

dengan 𝐶𝐼 untuk mengukur tingkat konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan. Jika nilai CI 

mendekati 0, maka matriks dianggap memiliki tingkat konsistensi yang baik. Sedangkan, 𝑛 adalah 

jumlah total kriteria atau alternatif yang dibandingkan. 

d. Perhitungan Consistency Ratio (CR): 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 (4) 
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dengan 𝐶𝑅 untuk menentukan apakah matriks perbandingan dapat diterima atau tidak, sedangkan 𝑅𝐼 

adalah indeks acak yang bergantung pada jumlah elemen dalam matriks. 

2. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

TOPSIS dimanfaatkan untuk menentukan peringkat setiap alternatif dengan menilai tingkat 

kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan menjauhnya dari solusi ideal negatif. Melalui pendekatan 

ini, sistem dapat menghasilkan urutan prioritas alokasi yang paling sesuai dan optimal. [20]. Adapun 

rumus perhitungannya antara lain: 

a. Normalisasi Matriks Keputusan 

𝑟𝑖𝑗  =  
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

 (5) 

dengan 𝑟𝑖𝑗  adalah nilai normalisasi alternatif 𝑖 terhadap kriteria 𝑗. 

b. Matriks Normalisasi Terbobot 

𝑣𝑖𝑗  =  𝑤𝑗 ×  𝑟𝑖𝑗 (6) 

dengan 𝑣𝑖𝑗  adalah matriks normalisasi terbobot, dan 𝑤𝑗 adalah bobot kriteria ke−𝑗, dengan syarat 

∑ 𝑊𝑗=1. 

c. Solusi Ideal Positif dan Negatif 

𝐴+ = {𝑣1
+, 𝑣2

+, . . , 𝑣𝑚
+} (7) 

𝐴− = {𝑣1
−, 𝑣2

−, . . , 𝑣𝑚
−} (8) 

dengan: 

𝑣𝑚
+  = max 𝑣𝑖𝑗 , untuk kriteria benefit, min 𝑣𝑖𝑗 , untuk kriteria cost, 

𝑣𝑚
−  = min 𝑣𝑖𝑗 , untuk kriteria benefit, max 𝑣𝑖𝑗 , untuk kriteria cost. 

d. Jarak setiap Alternatif terhadap Solusi Ideal Positif dan Negatif 

𝐷𝑖
+ =  √∑(𝑣𝑖𝑗  −  𝑣𝑗

+)2

𝑚

𝑗=1

 (9) 

𝐷𝑖
− =  √∑(𝑣𝑖𝑗  −  𝑣𝑗

−)2

𝑚

𝑗=1

 (10) 

dengan 𝐷𝑖
+adalah jarak alternatif 𝑖 terhadap solusi ideal positif, sedangkan 𝐷𝑖

− adalah jarak alternatif 𝑖 

terhadap solusi ideal negatif. 

e. Menghitung Nilai Preferensi (C*) (11) 

𝐶𝑖
∗ =  

𝐷𝑖
−

𝐷𝑖
+ +  𝐷𝑖

− (6) 

dengan 𝐶𝑖
∗ adalah skor preferensi alternatif i. Nilai 𝐶𝑖

∗ berada dalam rentang 0 hingga 1. Alternatif 

dengan nilai 𝐶𝑖
∗ tertinggi adalah alternatif terbaik. 

D. Metode Pengembangan Sistem 

Penelitian ini mengadopsi metode Waterfall sebagai pendekatan dalam proses pengembangan sistem. 

Pendekatan ini diterapkan untuk membangun SPK yang digunakan dalam menentukan alokasi sumber 
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daya dalam penanganan berbagai jenis bencana. Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan 

sistem yang mengutamakan proses kerja runtut dan terstruktur, di mana setiap tahap dilaksanakan secara 

berurutan [21]. Dalam implementasinya, setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan 

ke fase selanjutnya [22]. Tahapan-tahapan dalam metode ini ditampilkan pada gambar berikut: 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1 Metode Waterfall 

Metode Waterfall pada penelitian ini menggambarkan tahapan berurutan yang dilakukan dalam proses 

pengembangan SPK untuk alokasi sumber daya kebencanaan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, 

yaitu proses pengumpulan kebutuhan sistem melalui observasi, wawancara dengan BPBD, serta studi 

dokumentasi laporan bencana tahun 2023–2024. Selanjutnya, pada tahap perancangan sistem, dirancang 

struktur sistem, termasuk penentuan entitas data, alur proses, dan integrasi metode AHP-TOPSIS. Tahap 

implementasi sistem dilakukan dengan membangun sistem berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman dan framework yang sesuai, serta mengintegrasikan algoritma AHP dan TOPSIS ke dalam 

modul perhitungan. Pada tahap pengujian sistem, sistem diuji menggunakan data aktual dari sembilan 

kecamatan terdampak untuk mengevaluasi keakuratan perhitungan dan kestabilan sistem. Terakhir, 

dilakukan evaluasi & perbaikan berupa perbaikan minor berdasarkan masukan pengguna, sekaligus 

evaluasi efektivitas sistem berdasarkan kesesuaian hasil dengan keputusan manual BPBD. Setiap tahapan 

dalam model Waterfall ini dilaksanakan secara terstruktur dan berurutan, memastikan bahwa sistem 

dikembangkan sesuai kebutuhan lapangan dan menghasilkan solusi yang fungsional. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Metode AHP-TOPSIS 

Pengujian metode AHP dan TOPSIS diterapkan pada data kejadian multi-bencana di wilayah kerja 

BPBD Kabupaten Deli Serdang. Dalam studi ini, metode AHP dimanfaatkan untuk menentukan bobot 

masing-masing kriteria, sedangkan metode TOPSIS digunakan dalam proses pemeringkatan alternatif 

untuk alokasi sumber daya. Berdasarkan tahapan penelitian dan enam kriteria utama bencana, maka 

dilakukan studi kasus terhadap lima kecamatan terdampak untuk menunjukkan prioritas alokasi bantuan. 

Tabel 1 menyajikan data kriteria yang digunakan dalam perhitungan metode AHP-TOPSIS untuk 

menentukan prioritas alokasi sumber daya pada multi-bencana di Kabupaten Deli Serdang. 

Tabel 1 Kriteria bobot dan jenis 

Kriteria Bobot Jenis 

Jumlah Korban Terdampak 0,30 Benefit 

Tingkat Kerusakan Infrastruktur 0,25 Benefit 

Aksesibilitas Wilayah 0,15 Cost 

Tingkat Kondisi Darurat 0,13 Benefit 

Karakteristik Kelompok Rentan 0,09 Benefit 

Potensi Penyebaran Dampak 0,08 Benefit 

Hasil wawancara dan diskusi dengan BPBD Kabupaten Deli Serdang menghasilkan enam kriteria 

utama dalam menentukan prioritas penanganan bencana. Jumlah korban terdampak (C1) menjadi faktor 

paling krusial, diikuti oleh tingkat kerusakan infrastruktur (C2) yang memengaruhi kelangsungan layanan 

publik. Aksesibilitas wilayah (C3) berperan penting dalam kelancaran distribusi bantuan, meskipun 

nilainya lebih rendah karena bersifat cost. Tingkat kondisi darurat (C4) seperti banjir aktif atau kebakaran 
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juga menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, karakteristik kelompok rentan (C5) dan potensi 

penyebaran dampak (C6) turut diperhitungkan untuk memastikan perlindungan terhadap kelompok 

berisiko dan mencegah perluasan dampak bencana. 

Tabel 2 Sub-kriteria dan skor 

Kode Kriteria Sub-kriteria Skor 

C1 Jumlah korban terdampak 

≥ 100 orang 

20–49 orang 

< 5 orang 

5 

3 

1 

C2 Tingkat Kerusakan Infrastruktur 

Berat 

Sedang 

Tidak rusak 

5 

3 

1 

C3 Aksesibilitas Wilayah 

Sangat mudah 

Terbatas 

Sangat Mudah 

5 

3 

1 

C4 Kondisi Darurat 

Berlangsung 

Risiko tinggi 

Aman/stabil 

5 

3 

1 

C5 Kelompok Rentan 

Banyak rentan 

Ada beberapa 

Tidak ada 

5 

3 

1 

C6 Potensi Penyebaran Dampak 

Sangat tinggi 

Sedang 

Sangat rendah 

5 

3 

1 

Tabel 2 menunjukkan enam kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas penanganan bencana, 

beserta sub-kriteria dan skor penilaiannya. Setiap kriteria memiliki tiga tingkatan penilaian yang 

disesuaikan dengan kondisi lapangan, mulai dari tingkat paling kritis (skor 5), sedang (skor 3), hingga 

ringan atau tidak berdampak signifikan (skor 1). Penilaian ini didasarkan pada hasil diskusi dan wawancara 

dengan pihak BPBD Kabupaten Deli Serdang, yang menekankan pentingnya menyesuaikan skala prioritas 

terhadap dampak nyata di lapangan. Salah satu kriteria (C3 – Aksesibilitas Wilayah) bersifat cost, sehingga 

dalam proses perhitungan akan dinormalisasi menggunakan pendekatan kebalikan untuk menjaga 

konsistensi analisis. 

B. Perhitungan AHP-TOPSIS 

1. Matriks Perbandingan Berpasangan 

Tabel 3 Matriks perbandingan berpasangan 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 1 3 5 4 6 4 

C2 1/3 1 3 2 4 3 

C3 1/5 1/3 1 1/2 2 1 

C4 1/4 1/2 2 1 3 2 

C5 1/6 1/4 1/2 1/3 1 1/2 

C6 1/4 1/3 1 1/2 2 1 

Langkah awal dalam metode AHP adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan untuk enam 

kriteria. Matriks Tabel 3 merepresentasikan tingkat kepentingan relatif antar kriteria berdasarkan penilaian 

ahli BPBD. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kriteria baris dianggap lebih penting dibandingkan 

kriteria kolom. 

2. Hasil Bobot Kriteria Berdasarkan AHP 

Pada bagian ini, dilakukan proses perhitungan untuk menentukan bobot dari masing-masing kriteria 

menggunakan metode AHP. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai pada setiap 

kolom dari matriks perbandingan berpasangan, dengan tahapan perhitungan sebagai berikut: 

C1 = 1 + 1/3 + 1/5 + 1/4 + 1/6 + 1/4 = 2,200 
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C2 = 3 + 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 + 1/3 = 5,416 

C3 = 5 + 3 + 1 + 2 + 1/2 + 1 = 12,5 

C4 = 4 + 2 + 1/2 + 1 + 1/3 + 1/2 = 8,333 

C5 = 6 + 4 + 2 + 3 + 1 + 2 = 18 

C6 = 4 + 3 + 1 + 2 + 1/2 + 1 = 11,5 

Langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi matriks, yaitu dengan membagi setiap elemen dalam 

matriks dengan total nilai kolomnya masing-masing. Sebagai contoh, berikut adalah proses normalisasi 

untuk baris pertama (C1): 

C1 terhadap C1 = 1 / 2,200 = 0,454    

C1 terhadap C2 = 3 / 5,416 = 0,554 

C1 terhadap C3 = 5 / 12,5 = 0,4 

C1 terhadap C4 = 4 / 8,333 = 0,48 

C1 terhadap C5 = 6 / 18 = 0,333 

C1 terhadap C6 = 4 / 11,5 = 0,348 

Nilai total pada baris C1 setelah proses normalisasi adalah 

0,454+0,554+0,4+0,48+0,333+0,348=2,570. 

Selanjutnya, nilai ini dibagi dengan jumlah elemen pada baris tersebut untuk memperoleh bobot prioritas, 

yaitu: 

C1= 
2,570

6
= 0,428. 

Langkah yang sama diterapkan untuk baris lainnya, mulai dari C2 hingga C6. Hasil akhir bobot setiap 

kriteria setelah normalisasi dan rata-rata adalah: 

Bobot C1 = 0,428 (jumlah korban terdampak) 

Bobot C2 = 0,217 (tingkat kerusakan infrastruktur) 

Bobot C3 = 0,082 (aksesibilitas wilayah) 

Bobot C4 = 0,138 (kondisi darurat) 

Bobot C5 = 0,050 (kelompok rentan) 

Bobot C6 = 0,086 (potensi penyebaran dampak) 

Setelah normalisasi dan perhitungan rata-rata setiap baris, diperoleh bobot untuk masing-masing kriteria 

pada Tabel 4. Bobot ini mencerminkan prioritas relatif tiap kriteria dalam menentukan urgensi penanganan 

bencana. 

Dari hasil Tabel 4, terlihat bahwa kriteria C1 (jumlah korban terdampak) memiliki bobot tertinggi, yang 

berarti menjadi pertimbangan paling penting dalam penentuan prioritas penanganan bencana. 

Tabel 4 Bobot kriteria berdasarkan AHP 

Kriteria Bobot 

C1 0,428 

C2 0,217 

C3 0,082 

C4 0,138 

C5 0,050 

C6 0,086 
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3. Uji Konsistensi 

Untuk memastikan bahwa penilaian perbandingan berpasangan tidak bersifat inkonsisten secara logis, 

dilakukan perhitungan rasio konsistensi. Berikut hasil uji konsistensi pada Tabel 5. 

Tabel 5 Uji konsistensi 

Indikator Nilai 

Lambda Max (λmax) 6,113 

Consistency Index 0,0227 

Consistency Ratio 0,0183 

Karena nilai Consistency Ratio (CR) lebih kecil dari 0,1, maka matriks perbandingan dianggap konsisten 

dan bobot dapat digunakan untuk tahap berikutnya dalam metode TOPSIS. 

4. Matriks Keputusan Alternatif 

Tabel 6 Matriks Keputusan Alternatif 

Alternatif Nama Kecamatan C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 Beringin 5 4 3 5 4 4 

A2 Batang Kuis 4 4 2 3 3 4 

A3 Pantai Labu 5 5 2 4 4 5 

A4 Lubuk Pakam 3 3 4 3 3 3 

A5 Pagar Merbau 2 2 4 2 2 3 

A6 Galang 1 1 5 2 2 2 

A7 STM Hilir 3 2 4 2 2 3 

A8 Percut Sei Tuan 4 5 3 4 4 4 

A9 Tanjung Morawa 2 3 4 3 2 3 

Matriks Tabel 6 ini berperan penting sebagai dasar analisis lanjutan karena mencerminkan realitas yang 

akan dinormalisasi dan dibobot sesuai dengan AHP untuk mendapatkan solusi prioritas yang objektif. 

5. Normalisasi Matriks Keputusan 

Tabel 7 Normalisasi matriks keputusan 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 0,52 0,45 0,20 0,45 0,45 0,43 

A2 0,42 0,45 0,14 0,27 0,34 0,43 

A3 0,52 0,56 0,14 0,36 0,45 0,54 

A4 0,31 0,34 0,27 0,27 0,34 0,32 

A5 0,21 0,23 0,27 0,18 0,22 0,32 

A6 0,10 0,11 0,34 0,18 0,22 0,21 

A7 0,31 0,23 0,27 0,18 0,22 0,32 

A8 0,42 0,56 0,20 0,36 0,45 0,43 

A9 0,21 0,34 0,27 0,27 0,22 0,32 

Langkah normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala antar kriteria agar dapat dibandingkan secara 

proporsional. Hasilnya adalah matriks dengan elemen-elemen bernilai antara 0 dan 1, yang menunjukkan 

proporsi relatif masing-masing alternatif terhadap setiap kriteria. 

Tabel 7 ini menunjukkan hasil normalisasi dari skor masing-masing alternatif pada tiap kriteria. 

Normalisasi dilakukan dengan membagi skor tiap elemen dengan akar jumlah kuadrat per kolom, sehingga 

semua nilai berada dalam rentang 0 hingga 1. Hal ini bertujuan untuk menyetarakan skala antar kriteria 

sebelum pembobotan. 

6. Matriks Ternormalisasi Terbobot 

Tabel 8 Matriks ternormalisasi terbobot 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A1 0,222 0,098 0,016 0,062 0,023 0,037 

A2 0,177 0,098 0,011 0,037 0,017 0,037 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

A3 0,222 0,122 0,011 0,049 0,023 0,047 

A4 0,132 0,074 0,021 0,037 0,017 0,028 

A5 0,089 0,050 0,021 0,024 0,011 0,028 

A6 0,042 0,025 0,027 0,024 0,011 0,019 

A7 0,132 0,050 0,021 0,024 0,011 0,028 

A8 0,177 0,122 0,016 0,049 0,023 0,037 

A9 0,089 0,074 0,021 0,037 0,011 0,028 

Tahap ini menggabungkan hasil normalisasi dengan bobot setiap kriteria. Nilai pada matriks normalisasi 

dikalikan dengan bobot AHP masing-masing, sehingga terlihat seberapa besar pengaruh tiap alternatif 

terhadap keseluruhan penilaian. Hasil ini menggambarkan kedekatan tiap kecamatan dengan kondisi ideal 

berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. 

Tabel 8 yang dihasilkan menampilkan bobot global tiap alternatif, diperoleh dari perkalian nilai 

normalisasi dengan bobot AHP. Semakin besar bobot globalnya, semakin besar pula kontribusi alternatif 

terhadap kriteria tersebut. Data ini menjadi dasar dalam menentukan solusi ideal menggunakan metode 

TOPSIS. 

7. Solusi Ideal Positif dan Negatif 

Tabel 9 penentuan solusi ideal positif dan negatif 

 Ideal + Ideal - 

C1 0,222 0,042 

C2 0,122 0,025 

C3 0,027 0,011 

C4 0,062 0,024 

C5 0,023 0,011 

C6 0,047 0,019 

Dalam metode TOPSIS, solusi ideal berperan sebagai titik referensi utama. Solusi ideal positif 

menggambarkan pencapaian terbaik pada setiap kriteria, sementara solusi ideal negatif mencerminkan 

hasil terburuk. Keduanya digunakan untuk menilai seberapa dekat setiap alternatif dengan keputusan yang 

paling menguntungkan maupun yang paling tidak diinginkan. 

Di Tabel 9, perhitungan solusi ideal dilakukan dengan mengambil nilai tertinggi dan terendah dari masing-

masing kolom pada matriks ternormalisasi terbobot. Nilai maksimum menunjukkan kondisi ideal positif, 

dan nilai minimum menjadi acuan ideal negatif. Dari sini, dihitung jarak setiap alternatif terhadap kedua 

titik tersebut sebagai dasar proses peringkat. 

8. Jarak ke Solusi Ideal 

Tabel 10 hitung jarak solusi ideal 

Alternatif D+ D− 

A1 0,0316 0,0381 

A2 0,0594 0,0291 

A3 0,0353 0,0432 

A4 0,0853 0,0208 

A5 0,1158 0,0141 

A6 0,1392 0,0062 

A7 0,1077 0,0136 

A8 0,0411 0,0396 

A9 0,0900 0,0168 

Tabel 10 di bawah ini menunjukkan hasil penghitungan jarak masing-masing alternatif terhadap dua titik 

referensi dalam metode TOPSIS, yaitu solusi ideal positif (D⁺) dan solusi ideal negatif (D⁻). Nilai D⁺ 

menggambarkan jarak suatu kecamatan terhadap kondisi terbaik (ideal positif), sementara D⁻ 

menunjukkan kedekatan terhadap kondisi terburuk (ideal negatif). 
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Interpretasi dari nilai-nilai ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Alternatif yang 

memiliki nilai D⁺ lebih kecil dan D⁻ lebih besar dianggap sebagai alternatif yang paling mendekati kondisi 

ideal. Dengan kata lain, kecamatan dengan D⁺ minimum dan D⁻ maksimum berpotensi menjadi prioritas 

utama dalam penanganan bencana. 

9. Nilai Preferensi dan Peringkat 

Tabel 11 Preferensi dan peringkat 

Alternatif Nilai Preferensi Peringkat 

A3 0,550 1 

A1 0,547 2 

A8 0,490 3 

A2 0,329 4 

A4 0,196 5 

A9 0,157 6 

A7 0,112 7 

A5 0,108 8 

A6 0,043 9 

Tahap akhir dalam metode TOPSIS adalah menghitung nilai preferensi, yang diperoleh dari perbandingan 

jarak ke solusi negatif terhadap total jarak ke kedua solusi (positif dan negatif). Nilai ini mencerminkan 

seberapa dekat suatu alternatif dengan kondisi ideal. Semakin besar nilai preferensinya, semakin tinggi 

pula prioritas penanganannya. Hasil ini digunakan untuk menyusun peringkat alternatif, dengan peringkat 

tertinggi menunjukkan kecamatan yang paling layak diprioritaskan. Tabel 11 menyajikan urutan sembilan 

kecamatan berdasarkan nilai preferensi akhir. Berdasarkan hasil perhitungan nilai preferensi pada Tabel 

11, Kecamatan Pantai Labu (A3) memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,550, yang menempatkannya pada 

urutan pertama sebagai wilayah prioritas dalam alokasi penanganan bencana. Keunggulan Pantai Labu 

dibanding kecamatan lain dapat dijelaskan secara lebih mendalam melalui kontribusi nilai pada masing-

masing kriteria utama yang dianalisis. 

Pertama, Kecamatan Pantai Labu memiliki skor tertinggi pada kriteria C1 (Jumlah Korban Terdampak) 

dan C2 (Tingkat Kerusakan Infrastruktur), yang masing-masing memiliki bobot dominan yaitu 0,428 dan 

0,217. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami dampak bencana yang sangat 

signifikan baik dari sisi jumlah penduduk yang terkena dampak maupun tingkat kerusakan fasilitas umum. 

Karena kedua kriteria ini termasuk benefit dan bobotnya tinggi, maka nilai tinggi dari Pantai Labu 

memberikan kontribusi besar terhadap nilai preferensi akhir. 

Kedua, Kecamatan Pantai Labu juga menunjukkan skor tinggi pada C4 (Kondisi Darurat) dan C6 (Potensi 

Penyebaran Dampak). Ini mengindikasikan bahwa bencana yang terjadi di wilayah ini masih dalam 

kondisi berlangsung dan berpotensi meluas, sehingga secara objektif, membutuhkan perhatian dan 

penanganan yang lebih cepat. Keadaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dalam manajemen 

kebencanaan yang menekankan kecepatan respons terhadap kondisi aktif dan berisiko tinggi. 

Ketiga, meskipun skor pada C3 (Aksesibilitas Wilayah) tidak terlalu tinggi, dampaknya terhadap peringkat 

total relatif kecil karena bobot kriteria ini hanya sebesar 0,082 dan bersifat cost. Artinya, meskipun akses 

ke wilayah tersebut sedikit lebih sulit, kondisi ini tidak menurunkan peringkat secara signifikan karena 

kontribusi bobotnya rendah dan justru memperkuat urgensi prioritas bila dilihat dari konteks kebutuhan 

bantuan yang cepat. 

Jika dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Beringin (A1) atau Percut Sei Tuan (A8) yang juga 

memiliki nilai preferensi cukup tinggi, Pantai Labu tetap unggul karena memiliki keseimbangan antara 

jumlah korban tinggi, kerusakan besar, kondisi darurat yang berlangsung, dan risiko penyebaran yang 

nyata. Hal ini menjadikan Pantai Labu sebagai wilayah yang secara keseluruhan memiliki karakteristik 

yang paling selaras dengan prioritas alokasi sumber daya penanganan bencana, sehingga penempatan 

bantuan dapat disesuaikan secara proporsional dan tepat sasaran berdasarkan tingkat urgensi dan dampak 

yang teridentifikasi. 
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C. Implementasi Sistem 

Tahapan ini merupakan proses realisasi metode AHP-TOPSIS ke dalam bentuk sistem berbasis web 

yang memungkinkan pengguna, khususnya pihak BPBD atau pemangku kebijakan, untuk melakukan 

input data, analisis, dan pengambilan keputusan secara lebih interaktif dan efisien. Penerapan metode 

AHP-TOPSIS secara terintegrasi memungkinkan proses penentuan prioritas alokasi sumber daya menjadi 

lebih cepat dan akurat, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif dalam 

penanggulangan bencana di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Use case diagram 

Gambar 2 use case diagram sistem menunjukkan peran utama dari dua aktor, yaitu admin dan Kepala 

BPBD. Admin memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur dalam sistem, mulai dari proses login, 

pengelolaan data bencana, sumber daya, kriteria, hingga alternatif wilayah terdampak. Admin juga 

bertanggung jawab untuk menjalankan perhitungan AHP dan TOPSIS yang terhubung langsung dengan 

data kriteria dan alternatif yang telah dimasukkan sebelumnya. Seluruh hasil perhitungan kemudian 

digunakan untuk menghasilkan laporan prioritas, yang dapat diakses oleh Kepala BPBD sebagai dasar 

pengambilan keputusan strategis.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Halaman Dashboard 

Gambar 3 menunjukkan tampilan dashboard sistem informasi BPBD (Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah) dari Deli Serdang. Dashboard ini merangkum data dan aktivitas BPBD secara ringkas, 

termasuk total bencana, jumlah personel, peralatan, dan logistik yang tersedia. Tampilan ini memudahkan 

pemantauan dan pengambilan keputusan cepat terkait penanggulangan bencana di wilayah tersebut.  
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Gambar 4 Halaman perhitungan AHP-TOPSIS 

Gambar 4 menampilkan tampilan antarmuka modul Perhitungan SPK (Sistem Pendukung Keputusan) 

BPBD Deli Serdang yang menggunakan metode AHP-TOPSIS. Di bagian atas terdapat ringkasan data 

yang mencakup jumlah alternatif, kriteria, dan total penilaian. Antarmuka ini dirancang untuk membantu 

pengambilan keputusan yang objektif dan terstruktur dalam konteks manajemen kebencanaan. 

D. Evaluasi Keefektifan Sistem 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem yang dikembangkan, dilakukan pengujian terhadap 

sembilan kecamatan terdampak bencana menggunakan data aktual tahun 2023–2024 serta validasi hasil 

peringkat oleh tim BPBD. Selain itu, dilakukan survei kepuasan kepada lima pengguna sistem (admin dan 

analis) terkait kemudahan penggunaan, kecepatan analisis, dan keakuratan hasil. Hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keefektifan sebesar 89%, yang dihitung dari kombinasi 

tingkat akurasi keputusan sistem terhadap keputusan manual BPBD serta skor kepuasan pengguna. 

Untuk mengukur akurasi sistem dalam menentukan prioritas kecamatan terdampak, dilakukan 

perbandingan antara hasil sistem AHP-TOPSIS dan penilaian manual yang sebelumnya dilakukan oleh 

tim BPBD Kabupaten Deli Serdang. Dari total sembilan kecamatan yang dianalisis, sebanyak 8 kecamatan 

menunjukkan kesesuaian peringkat yang tinggi, yaitu identik atau hanya berbeda satu tingkat dari hasil 

manual.  

Tabel 12 Perbandingan hasil manual dan sistem 

Kode Manual Sistem Peringkat Manual Peringkat Sistem Selisih peringkat 

Pantai Labu 25 0,550 2 1 1 

Beringin 25 0,547 1 2 1 

Percut Sei Tuan 24 0,491 3 3 0 

Batang Kuis 20 0,329 4 4 0 

Lubuk Pakam 19 0,196 5 5 0 

Tanjung Morawa 17 0,157 6 6 0 

STM Hilir 16 0,112 7 7 0 

Pagar Merbau 15 0,109 8 8 0 

Galang 13 0,043 9 9 0 

Perbandingan hasil sistem dengan penilaian manual yang dilakukan oleh tim BPBD menunjukkan 

tingkat kecocokan sebesar 89%, di mana 8 dari 9 kecamatan memiliki posisi peringkat yang sama atau 

selisih hanya satu tingkat dari hasil evaluasi manual. Misalnya, Pantai Labu (A3), Beringin (A1), dan 

Percut Sei Tuan (A8) secara konsisten berada di posisi tiga besar pada kedua pendekatan. Perbedaan minor 

pada satu kecamatan disebabkan oleh bobot kriteria yang secara sistem dihitung objektif melalui metode 

AHP, sementara dalam penilaian manual bobot cenderung bersifat subjektif. Secara kuantitatif, tingkat 

kecocokan ini dihitung dengan menggunakan rumus: 

Tingkat Kecocokan (%) = (Jumlah kecamatan dengan peringkat sistem = atau ±1 dari 

peringkat manual) ÷ total kecamatan × 100. Dengan hasil: 8 ÷ 9 × 100 = 88,89% ≈ 89% 

Angka ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu merepresentasikan penilaian 

manual dengan baik, namun menawarkan keunggulan dari sisi konsistensi dan akuntabilitas dalam 
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pembobotan dan pemeringkatan. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan kontribusi 

signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sasaran. 

V. KESIMPULAN 

Penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web 

yang mengintegrasikan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam alokasi 

sumber daya penanganan multi-bencana di Kabupaten Deli Serdang. Sistem yang dirancang mampu 

menghasilkan skala prioritas secara objektif, cepat, dan terstruktur berdasarkan enam kriteria utama yang 

telah ditentukan bersama pihak BPBD. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi, dengan kecocokan sebesar 89% terhadap hasil penilaian manual BPBD. 

Kontribusi utama dari penelitian ini tidak hanya terletak pada penerapannya di instansi kebencanaan, 

tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem pendukung 

keputusan dan metode pengambilan keputusan multikriteria. Penelitian ini memperkuat bukti bahwa 

integrasi AHP-TOPSIS dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks penanganan bencana 

dengan kompleksitas tinggi dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, pendekatan berbasis sistem web 

real-time yang digunakan dalam studi ini juga dapat menjadi model pengembangan bagi penelitian-

penelitian lanjutan di bidang perencanaan kebijakan publik, manajemen logistik, serta pengambilan 

keputusan kritis dalam situasi darurat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi 

praktis dalam mendukung operasional BPBD, tetapi juga memperluas khazanah metodologi dan aplikasi 

ilmu sistem informasi dalam ranah kebencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. 
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